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both anact of piety and an interpretative ohallenge. Howdoes one respond in sucassive
enastodsvine revelation? Is sdmission to thewill of God best aaomplisaed by conforming
tothepatterns of earlier epodas? Ordoes one, haveto search a newfor the spirit of God's
directiveand Muhaommad'secompleanditry to apply their guidance to today’s dxallenges?*

Kutipan di atas menggambarkan bahwa umat Islam, dan juga umat
agama lain, selalu dihadapkan pada tarik-menarik antaradua kutub ekstrem
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berupa wahyu yang tidak pemah berubah dan realitas sosial yang cenderung
berubah. Sejarah menunjukkan bahwaumatIslam selalu berusaha memahami
inti pesan wahyu Allah dalam rangka menjawab persoalan umat yang cenderung
berubah, dan hal ini telah melahirkan sejumlah tawaran konsep sekaligus
aplikasinya yang tidak selalu sama, tidak terkecuali dalam lapangan hukum
Islam baik pada dataran metodologi (ushul al- figh) maupun aplikasinya (a/-
Figh).?

Dalam konteks hukum Islam, setelah melalui abad tengah yang
cenderung konservatif dan menolak adanya perubahan, maka sejak abad
modern para ahli hukum Islam (fuqaba, jurists) semakin menyadari bahwa
perubahan baik melalui proses reformasi (islah) maupun pembaruan (ta7did)
merupakan satu hal yang tidak bisa dielakkan (inevitable)> Pada mulanya,
perubahan itu diklasifikasikan kepada dua prinsip lapangan hukum: hukum
perdagangan dan pidana (ron-family law)dan hukum keluarga (family law).*
Pada tahap awal, pembaruan hanya diarahkan kepada aspek-aspek yang
menyangkut hukum perdagangan dan pidanadengan mengadopsi hukum-
hukum Barat terutama yang berasal dari Prancis, Jerman, Swiss, dan Belanda.
Pada tahap ini, para pembaru menolak untuk melakukan pembaruan dalam
bidang hukum keluarga, dengan alasan karena hukum keluarga dipandang
sebagai inti dan jantung hukum Islam itu sendiri dan merupakan aturan-aturan
yang disebut secara rinci di dalam Qur’an dan Sunnah Nabi. Merubah hukum
keluarga berarti merubah Islam. Fenomena ini berlangsung hingga tahun
19155

Pembaruan tahap kedua terjadi setelah tahun 1915, yang tidak hanya
berkisar pada hukum-hukum perdagangan dan pidana tapi juga mulai
menyentuh hukum-hukum keluarga. Berbeda dengan model pembaruan tahap
pertama yang mengadopsi hukum-hukum Barat, pada tahap kedua ini
pembaruan menyentuh persoalan metodologi (ushu! al-figh).* Namun untuk
konteks Indonesia, model pembaruan ini masih perlu dibenahi. Sebab
berdasarkan hasil penelitian saya,” perdebatan seputar hukum Islam lebih
didominasi persoalan praktis (figh)dan amat jarang menyentuh persoalan teori
maupun metodologi (ushul al-figh), tidak terkecuali menyangkut persoalan gen-
der yang menjadi topik kajian kali ini.® Agar tidak terjebak pada persoalan
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yang sama, maka makalah ini akan membahas beberapa hal terkait dengan
metodologi kajian hukum Islam (ushul al-figh) untuk nantinya bisa dijadikan
landasan guna melihat persoalan-persoalan hukum Islam. Namun, sebelum
membahas persoalan dimaksud akan disajikan nuansa pergeseran tata-nilai
yang pada gilirannyamenuntut evaluasi pemikiran ushul al-figh.

A. Pergeseran Orientasi dalam Studi Ke-Islaman

1.  Hukum Agama dan Hukum Sekuler

Dalam literatur hukum dikenal apa yang disebut dengan hukum agama
(baca: hukum Islam) dan hukum sekuler (baca: hukum Barat). Sejumlah ahli
hukum (fugaha, jurists)telah menjelaskan sejumlah perbedaan prinsip dari kedua
sistemn hukum tersebut.® Antara lain dinyatakan bahwa hukum agama bersifat
pasti dan kebenarannya bersifat absolut dengan model pendekatan yang
cenderung normatif-deduktif, sedangkan hukum sekuler kebenarannya bersifat
relatif dengan model pendekatan yang cenderung empiris-induktif. Namun
sejarah menunjukkan bahwa pemahaman yang demikian telah melahirkan
implikasi yang cukup jauh. Misalnyadikatakan bahwa, tidak seperti hukum
sekuler, hukum agama dan terlebih hukum Islam tidak mengenal perubahan
(tmmutable), bahkan perubahan dikatakan sebagai satu pengingkaran terhadap
ajaran agama itu sendiri.

Pemahaman seperti di atas terekam luas dan terdokumentasi rapi di
kalangan para ahli hukum, terutama setelah munculnya karya-karya para
Orientalis, khususmya masa-masa awal lahirmya kajian hukum Islam di kalangan
mereka.’® Hal ini terjadi karena menurut kaum Orientalis, Islam merupakan
satu agama yang berbeda dengan agama-agama lain di dunia (a distinct religion)
Pada kesempatan Seminar internasional tentang hukum alam (natural law),
pandangan tersebut dikritik Khalifah Abdul Hakim dengan mengatakan: “Gen-
erally, peoplein the West think that Islam is a special kind of religion with centain distintive
dogrnas preached by Muhammad. It will belp us in the subject of our Natwral Law if you
[the Orignzalists), at the outset, remove that great misoderanding from your minds” !
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Sebenarmiya hingga batas-batas tertentu, pemahaman sejumlah Orientalis
tersebut tidak terlalu salah. Sebab karya-karya mereka merupakan hasil

penelitian terhadap karya-karya dan sekaligus kehidupan umat Islam di
sejumlah negara-negara Muslim, terutama pada masa akhir abad pertengahan
hingga masa pra-modern yang seringkali dikenal sebagai the dark age ketika
umat Islam mengalami titik terendah yang ditandai oleh merajalelanya taklid
buta? Hal ini terlihat misalnya pada sikap fanatik mazhab umat Islam yang
memandang bukan hanya hukum Islamtidak bisa berubah tapi juga hukum
yang ditentukan oleh masing-masing mazhab tersebut dipandang sebagai suatu
kebenaran mutlak oleh masing-masing pengikutnya.” Karenaitu sangat tepat
ketika Mazrehuddin Siddiqi mengatakan, “kekakuan pikiran-pikiran kaum
ortodoks telah membuat umat Islam tidak mampu melihat hukum secara
dinamis dan terkungkung oleh ulama masalalu yang pikirannya dipandang
sakral dan tidak dapat diganggu gugat (infallible).”

Dengan fenomena di atas maka wajar bahwa “perubahan hukum dalam
Islam” kemudian menjadi topik menarik di kalangan umat Islam, bahkan
hingga kini hal tersebut masih menjadi kontroversi antara pendukung
perubahan dan yang menolaknya.’* Hal ini diperparah oleh salah paham
werhadap, doktnin al-rgu’ila al-Qur'an wa al-Sunnah yang dipahami sebagai looking
badkeward merupakan kebalikan dari orientasi berpikir modern yang menerapkan
prinsip looking foruard

Persoalanmya tidak berhenti di situ. Hingga saat ini, peralihan dari apa
yang disebut dengan religious society menjadi secular society,'® yang dalam ilmu
sejarah ditandaiantaralaindengan pergeseran dari providential theory menuju
progress theory, yang kurang mendapat perhatian.” Padahal, peralihan ini
berimplikasi jauh termasuk dalam bidang kajian bukum agama (baca: hukum
Islam). Misalaya, padaabad tengah perbedaan agama menjadisangat penting
dalam menentukan hampir semua persoalan masyarakat; karenaitu, sejarah
Islam mengenal apa yang disebut dengan dhimmi'* dan juga dar al-islam dan
dar al-harb; tokoh dan institusi agama (seperti sistem clergy dan juga ulama)
menjadi figur sentral dalam masyarakat Setelah munculaya masyarakat sekuler,
perbedaan antara seseorang dengan orang lain bukan lagi ditentukan oleh
agama yang dianut tetapi lebih pada kewarga-negaraan mereka, terutama setelah
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munculnya nation state.’® Akibatnya, penetapan segala sesuatu yang semula
didominasi oleh pertimbangan agama kemudian bergeser pada pertimbangan
kewarga-negaraan. Namun belakangan ini kecenderungan sekuler (sebagai
ciripokok masyarakat modern) semakin dipertanyakan, dan mulai dihadirkan
apa yang disebut dengan post-modernism yang memberikan perhatian
terhadap nilai-nilai agama atau religiusitas.

2. Antara Normatif-Deduktif dan Empiris-Induktif

Masalah seperti dijelaskan di atas didukung oleh satu persoalan krusial
dalam bidang metodologi kajian hukum Islam itu sendiri (ushul al-figh). Hal
ini terlihat terutama pada adanya tarik menarik antara model pendekatan
normatif-dedukuf (Hlabtyyah, theocentris, subjective theological transcendentalism)dan
empiris-indukuif (insanzyyah, ainthmopocentris, rational-cum-emperical justifucation).
Pendekatan normatif-deduktif cenderung didominasi oleh Aristotalian logic yang
berarikan dichotormous logic atau dalam bahasa John Dewey in pairs of dichotomies,
yang lebih berarikan etermalisticabsolutistic-spiritualistic-logic. Dengan model logika
demikian maka ushul al-figh cenderung mendekati masalah secara hitam -putih,
benar-salah, halal-haram, dan yang semacamnya. Akibatnya, pemikiran yang
ada bersifat sempit, kaku, dan menolak nuansa-nuansa yang berada di luar
dua kutub ekstrem tersebut. Hngga kini, model pendekatan yang demikian
ditengarai masih cukup kuat dan mendominasi kalangan umat Islam yang
menekuni kajian hukum Islam.®

Di sisi lain, pendekatan empiris-induktif menunjukkan gejala yang
berbeda, jikatidak bertentangan. Model ini lebih benuansa Hegelian logic yang
bercirikan dialectical logic. Berdasarkan logika Hegel ini maka “every one of them
was [and is] right within its own field.” Artinya, kebenaran itu bersifat relatif dan
dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dasar yang dianut dan juga dialektika sosial
yangterjadi. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah temporalistic-relativis-
tic-materialistic-logic.' Dengandemikian hasil ketentuan hukum dengan model
pendekatan yang demikian bersifat relatif, dan diyakini bersifat luwes, fleksibel.
sekaligus dipandang mampu mengikuti denyut jantung, dan perkembangan
masyarakat dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip yang ada. Model
ini sama dengan model-model kajian ilmu pengetahuan lainnya yang dikenal
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di kalangan dunia Barat dengan scientific approach dengan hasil yang bersifat
relatif, paling tidak sebagaimana dirumuskan oleh William J. Goode dan Paul
K.Hartt.” 2

Kedua model tersebut di atas selayaknya mendapat perhatian mereka
yang menekuni kajian ushul al-figh. Sebab hal tersebut mempunyai implikasi
terhadap perlunya mencermati sejumlah kajian ushw! alfigh yang berkembang
saatini. Bahkan menurut sebagian ahli hukum Istam, model kajian empiris-
indukuif masih menyimpan misteri besar. Paling tidak, model empiris-indukeif
cenderung tidak menempatkan teks (al-Qur’an dan al-Hadits, dan bukan teks
dalam pengertian hermeneutik) sebagai titik berangkat awal dalam satu analisa
persoalan hukum, dan pada prinsipnya berangkat dari fenomena dan interaksi
sosial, atau sesuatu yang dapat diindera sebagaimana dijelaskan Goode dan
Hatt di atas. Jika demikian, model ini cukup sulit dicerna oleh para ahli ushul
al-figh tradisional dan konvensional yang terbiasa dengan model pendekatan
polalama (normatif-deduktif). Akibatnya, sebagian orangbisasaja bertanya,
apakah pendekatan emperis-induktif yang dalam analisanyatidak berangkat
dari teks kitab suci bisa digolongkan pada apa yang secaratradisional disebut
dengan ushul al-figh? Barangkali menyadari hal itu, maka para sarjana yang
mencoba menawarkan model pemahaman terhadap ajaran Islam (ishul al-figh)
selalu mengedepankan analisantya untuk berangkat dan berawal dari caracara
memahami teks-teks kitab suci. Ini terlihat pada model-model pemahaman
ajaran Islam (ushul al-figh) yang ditawarkan para fugaha sejak awal Islam hingga
masa modern dan kontemporer, seperti akan dijelaskan pada bagian benkutnya.

Persoalannya tidak berhenti disitu. Barangkali sebagian orang tidak
keberatan jika non-Muslim mengkaji hukum Islam dengan model kedua:
empiris melalui scientific approach. Namun, apakah merekajuga bisa masuk
pada model kajian pertama: normatif? Dalam konteks inilah kita bisa
memahami keberatan Muhammad Abdul Rauf jika non-Muslim seperti
Orientalis (1a sebut.sebagai outsider) memasuki kajian-kajian ke-Islaman.? Fazlur
Rahman mendukung pandangan Rauf dengan mengatakan bahwa untuk
mengkaji suatu agama, seorang ositsider harrya bisamemasuki pada level intellec-
tual understanding, atau kajian ilmiah sebagaimana dikenal di Barat.#* Bahkan
seorang Orientalis mengatakan bahwa “z -statement about a religion by an outsider
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would be correct (adequates),if the followers of that religion say yes’to it ,* Untuk
konteks Indonesia juga pemah diingatkan bahwa: “... Western education would
alienateyoung Indonesiansfrom Islam andtraditional Indonesian life

Berdasarkan pertimbangan di atas maka bagi seorang Muslim tentunya
bisa memasuki kedua model pendekatan tersebut.? Bahkan nampaknya
merupakan suatu keharusan bagi mereka untuk mengkombinasi kedua
pendekatan guna mendapatkan hasil ijtihad hukum yang maksimal. Dengan
demikian mereka mampu merealisasikan pesan-pesan ilahiyah sekaligus
memenuhi tuntutan umat sesuai dengan tempat dan pesan-pesan ilahiyah
sekaligus memenuhi tuntutan umat sesuai dengan tempat dan masa. Kombinasi
normatif-deduktif dengan empiris-induktif merupakan model pendekatan
yang perlu dikembangkan dalam kajian ushwul al-figh masa kini dan juga yang
akan datang. Dan ini sekaligus diharapkan bisa memberikan masukan berarti
terutama menghadapi peralihan dari religious society menuju secular society atau
sebaliknya sebagaimana digambarkan pada bagian sebelumnya.

3. Kasus Indonesia

Persoalan menyangkut kontroversi hukumagama dan sekuler dan juga
tarik menarik antara pendekatan normatif-deduktif dan empiris-induktif
nampak pula pada fenomena pemahaman ajaran hukum di kalangan umat
Islam Indonesia. Secarasingkat halini bisa dilihat padatiga institusi berikut
yangbanyak bergelut pada persoalan hukum Islam.

Pertama adalah Fakultas Syari’ah. Barangkali belum mendapat perhatian
banyak kalangan bahwa pada tanggal 15 September 1999 telah dikukuhkan
seorang Guru Besar Madya Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, yakni M.
Atho Mudzhar, dengan mengambil judul pidato pengukuhan “Studi Hukum
Islam dengan Pendekatan Sosiologi.” Dalam konteks pendekatan normatif-
deduktif dan empiris-induktif, seperti dijelaskan sebelumnya, makakajian Atho
Mudzhar cenderung pada model kedua yakni scientific approach dengan
menggunakan teori-teori sosiologi. Pertanyaannyaadalah: untuk Fakultas
Syari’ah, apakah pisau bedah sosiologi yang digunakan itu dapat digolongkan
kepada ilmu inti atau ilmu bantu? Bahkan pada bagian akhir makalahnya
Atho Mudzhar sendiri secara tegas mengatakan: “Penerapan pendekatan
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sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih
mendalam gejala-gejala sosial di seputar hukum Islam, sehingga dapat
membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal, baik pada
tatanan hukum azaz maupun normatif, dan pada gilirannya membantu -
memahami dinamika hukum Islam.”® Ungkapan ini memperjelas posisi model
kajian yang digunakan dalam kerangka studi hukum Islam, yakni sebagai ilmu
bantu. Di kalangan Perguruan Tinggi umum lainnya juga masih agak
kontroversial, apaxah sosiologi hukum itu tergolong pada ilmu hukum atau
ilmu sosiologi. Jika tergolong pada ilmu sosiologi maka posisi pendekatan
sosiologi di Fakultas Hukum juga Hukum Islam-Syari’ah) akan menempati
posisi sebagai ilmu bantu dan bukan ilmuinti. Halini patut mendapat perhatian
karena sangat dimungkinkan bahwa pada masa yang akan datang muncul
model-model kajian seperti filologi, hermeneutik, fenomenologi, dan yang
semacamnya. Bahkan saat ini semakin kuat kecenderungan para mahasiswa
dalam mengunakan model-model kajian empiristersebut. Jika hal ini berjalan
terus, maka yang akan berkembang di Fak. Syari’ah adalah model-model kajian
yang lebih menempati posisi sebagai ilmu bantu dan bukan ilmu inti. Semua
ini bisa diatasi jika tawaran kombinasi pendekatan antara normatif-deduktif
dan empiris induktif seperti diungkapkan sebelumnya bisa dilakukan.
Mungkinkah? Inilah persoalan yang perlu dicermati oleh pemerhati kajian
hukum Islam, khususnya para peminat kajian ushul al-figh.

Institusi kedua adalah Muhammadiyah. Secara tradisional,
Muhammadiyah mempunyai lembaga yang dikenal dengan Majlis Tarjih yang
khusus membahas persoalan hukum Islam. Bagi mereka yang mengenal kajian
ushul al-figh akan memahami bahwa dengan tarjih maka sulit diharapkan
munculnya nuansa-nuansa pemikiran baru. Sebab, menyelesaikan segala
persoalan dengan cara tarjih artinya mendasarkan segala pertimbangannya
terhadap jawaban-jawaban yang pernah ada dan ditempuh oleh para fuqaha
dan/atau lembaga-lembaga kajian hukum Islam sebelumnya. Dengan demikian
sulit diharapkan munculnya pemikiran-pemikiran baru dari Majlis Tarjih itu
sendiri. Lebih dari itu, Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi anti
mazhab dalam praktik justru melahirkan mazhab sersendiri. Initerlihat pada
hasil keputusan tarjih yang telah menjadi “dokumen resmi” yang harus diikuti
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dan dilaksanakan oleh anggotaMuhammadiyah dari semua level dan kalangan.
Bahkan ada kecenderungan tidak memberikan pintu lebarJebar kepada institusi
tarjih di level bawah untuk melahirkan keputusan hukum yang berbeda. Dalam
hal ini, Majlis Tarjih kurang memberi keleluasaan kepada level-level di
bawahnya.

Namun belakangan ini ada gejala menarik, yakni semakin berperannya
ilmu-ilmu sosial-budaya. Fenomena ini semakin kuat terutama sejak tahun
90-an dimanaMajlis Tarjih diubah menjadi Majlis Tarjih dan Pengembangan
Pemikiran [slam, sehingga lembaga tersebut semakin memberi peluang besar
terhadap munculnya pemikiran-pemikiran baru. Peran M. Amin Abdullah
tidak kecil dalam perubahan orientasi tersebut, walaupun hingga kini pikiran-
pikirannya masih seringkali dipandang “aneh” oleh sebagian anggota bahkan
sebagian tokoh Muhammadiyah. Disamping itu, lembaga-lembaga
Muhammadiyah, di luar Majlis Tarjih juga mengkaji sejumlah persoalan hukum
Islam; namun sejauh mana keterkaitan hasil kajian-kajian tersebut dengan hasil-
hasil kajian Majlis Tarjih masih perlu dikaji lebih jauh.

Fenomena yang hampir sama juga terjadi di kalangan NU. Dua tahun
lalu, sayatelah mengkritik pola pemikiran hukum yangbercorak “tradisional”
dan “konvensional” yang menolak nuansa-nuansa pemikiran baru.? Sebab,
berdasarkan konstitusi yang ada, N U mendasarkan pemikiran hukumnya atas
empat mazhab: Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali. Bahkan dalam praktek
hanya membatasi diri pada mazhab Syafi’i,dan dalam hal demikian tidak ada
bedanya dengan pemikiran hukum Perti.® Itupun masih lebih dibatasi lagi
dengan pemikiran-pemikiran yang benuansa Rafi’i. Dalam perjalanan
sejarahnya, hal tersebut melahirkan ketaatan bawahan terhadap atasan without
aryy reserve!

Disamping itu, pola pendekatan normatif-deduktif yang bercirikan
Aristotalian logic ** yang belakangan ini mendapat gugatan dan kritikan para
ahli hukum Islam modern masih amat dominan di kalangan NU.» Saya
menunggu dengan penuh antusias hasil evaluasi dan modifikasi konstitusi
NU yang dilakukan pada saat Muktamar di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri,
Nopember 1999. Ternyata, evaluasi dan modifikasi, terutama menyangkut
polabermazhab, hanya memnyentuh persoalan redaksional ketimbang persoalan
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substantif, sebab pola empat mazhab dan juga pola normatif-deduktif tidak
mengalami perubahan berarti.

Dengan model kajian hukum seperti di atas maka akibatnya bisa
dibayangkan. Kajian hukum Islam di kalangan NU hanya mengulang-ulang
metodologi hukum Islam (ushsd al-figh, Idamic jurisprudence)dan juga rumusan-
rumusan hukum e 'alsfigh, substantive law) yang telah ada bahkan lahir pada
beberapa abad sebelumnya. Dengan model pemikiran demikian maka sulit
diharapkan untuk bisa mengkaji, apalagi menerima, kajian-kajian ushul al-figh
modern dan kontemporer. Bukan sekadar itu, kalangan NU bukan hanya
tidak akan terekspos dengan karya-karya dan pemikiran pemikiran hukum
baru, tapi juga sulit diharapkan lahimya karya-karya dan pemikiran pemikiran
hukum baru dari kalangan NU sendiri.

Barangkali menyadan semua itu nampak semakin barryak kalangan muda
NU yang “terpaksa keluar” dari mainstream NU untuk bisamengembangkan
pikiran -pikirannya, terutama bagi mereka setelah membaca karya-karya di
luar kitab-kitab standar (1 tabar) menurut NU dan juga setelah terekspos
dengan model-model pendidikan modern yang lebih memberikan kesempatan
untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya. LKiS Yogyakarta dan
eLSAD Surabaya merupakan duacontoh kongkntdari fenomena dimaksud.
Kedua pusat kajian keagamaan-kalangan muda NU ini bukan hanya tidak lagi
mengikatkan diri kepada empat mazhab hukum Islam sebagaimana aturan
formal seperti tertuang pada konstitusi NU tetapi juga menjadikan karya-
karya Islam di luar kalangan Surini, seperti dari kalangan Syi’ah, bahkan luar
kalangan Islam, seperti Karl Marx dan tokoh sosialis lainnya, sebagai bahan
bacaan hanan mereka. Ungkapan-ungkapan yang digunakan puntidak jarang
“murtad” dari tradisi NU. Untuk menyebut satu contoh, muncul sebuah karya,
misalnya, berjudul Tidhan pun Lalu Tertawa >

Tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun kalangan muda N'U tersebut
sering dihujat oleh kelompok mainstream namun mereka secara berangsur-
angsur dan pasti mulai menembus wacana-wacana kontemporer dan

menempatkan dirinya pada kelompok pemikir modem yang tidak jarang justru
berpikir lebih maju ketimbang pengikut organisasi keagamaan modern (mis.
Persis atau Muhammadiyah). Disamping itu, kalangan old fashion dan main-
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stream NU semakin merasakan dampak gerakan kaum mudaini dan diantara
mereka mulai memberikan perhatian bahkan dukungan walaupun seringkali
secara diam-diam. Mungkinkah proses ini berjalan lebih cepat? wallabu a’lam.

B. Makna dan Posisi Ushul al-Figh

Karena sudah saya jelaskan secara panjang lebar di tempat lain,** maka
di sini hanya dikemukakan secara ringkas tentang pengertian ushulal-figh. Secara
bahasa, #shul merupakan bentuk jamak dari ashlun yang berarti dasar-dasar,
pokok-pokok, ataupun landasan-landasan; sedangkan figh arti dasarnya fahm,
pemahaman. Dengan demikian secara etimologis ushul al-figh dapat diartikan
sebagai dasar-dasar pemahaman ajaran Islam (buwa ma yubna alaybh al-figh).
Berangkat dari pengertian etimologis ini maka dapat dipahami bahwa ushul al-
figh merupakan satu ilmu yang mempelajari dasar-dasar, metode-metode,
pendekatan-pendekatan, dan teori-teori yang digunakan dalam memahami
ajaran Islam. ini berarti menempatkan ushul al-figh pada posisi sentral dalam
st.udi keislaman dan seringkali disebut sebagai the queen of Islamic sciences. Dalam
bahasa Taha Jabir al-Alwani, “ushul al-figh is rightly considered to be the most
important method of research ever devised by Muslim Thought. Indeed, as the solid foun-
dation upon which all Islamic disciplines are based, usd alfighnot only benefitad Ilamic
aulization bt contrivaadto thentdletudl ermidmment of world civilization asawhole.™
Sejalan dengan ini Sahal Mahfudz mengatakan, figh merupakan “formulasi
pemahaman Islam yang digali dari Al-Qur’an dan Al-Hadss...... “Figh
dimaksudkan agar tiap individu dapat membangun perilaku berdasarkan
aqidah, syari’ah,danakhlak.”™ Dus, tampaknya tidak berlebihan jikaada yang
mengatakan bahwa ilmu pertama yang memberikan kerangka dasar memahami

ajaran Islam pada masa awal Islam adalah ushul al-figh.**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka semua kajian yang menggeluti
studi Islam diharapkan mempunyai bekal cukup, paling tidak mengenal prinsip-
pripsip dasar yang dibahas dalam ushul al-figh. Sebab, melalui ilmu ini para
sarjanaakan mengetahui, misalnya, bagaimana memahami al-Quran, al-Sunnah,
bagaimana jika terjadi pertentangan (ta'arud) antara kedua sumber tersebut,
dan bagaimana pula menyelesaikan persoalan kontemporer (bidang sosial,
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politik, ekonomi, dan yang semacamnya) sesuai dengan tuntutan masa dengan
tetap berlandaskan ajaran wahyu melalui proses dan mekanisme ijtihad.

Memang harus diakui, selama ini ushu! al-figh hanya selalu dikaitkan
dengan persoalan hukum Islam, dan seolah-olah disiplin ilmudiluar hukum
Islam tidak memerlukan ushul al-figh. Hal ini terjadi karena beberapa hal;
pertama, Syaft’i seringkali dinobatkan sebagai pendiri ushul al-figh, sedangkan
ia sendiri dikenal sebagai ahli hukum Islam (figh).” Kedua, hukum Islam
dipandang sebagai salah satu ajaran pokok dalam Islam—sebagian sarjana
mengatakan sebagai ajaran paling inti—*; bahkan pada masa awal Islam istilah
ulama’ identik dengan fuqaha’.' Ketiga pada masa pra-modern hukum Is-
lam, terutama yang terkait dengan persoalan mazhah, dipandang bertanggung
jawab atas kemunduran umat Islam. Karena itu, segala sesuatu yang terkait
dengan hukum Islam (termasuk ushul al-figh) dipandang sebelah mata oleh
mereka yang menggeluti kajian di luar hukum Islam.

C. BeberapaTeori dalam Ushul al-Fiqh

Sebagai suatu ilmu, ushu! al-figh dapat dikatakan baru berkembang sejak
akhir abad kedua atau awal abad ketiga Hijrah. Namun jauh sebelum itu,
model pendekatan dan teori yang belakangan dikenal dalam ushs! al-figh mulai
muncul sejak awal Islam, bahkan sejak abad pertama. Teori pertama dikenal
dengan ‘amal ahl al-madinab yang ditawarkan oleh Malik dan sering dipandang
mewakili kelompok tekeualis (bl al-hadis). Sebagai konterpart-nya adalah Abu
Hanifah di Irak dengan tawaran istibsan-nya yang dipandang mewakili model
kontekstualis yang mengandalkan rasio (ablal-ra%).2 Kontradiksi antara model
ahl al-badis dan abl al-ra’y itu memberi inspirasi Syafi’i untuk mencari model
yang dipandang lebih “komprehensif’ dan dirumuskan kemudian melalui
konsepsinya yang dikenal dengan al-giyas,® yang dalam pandangan Syaf1’i
identik dengan al-jtihad (huma ismani bima’na wakid) * Tidak berhenti di situ.
Dalam, perjalanan sejarahnya, model a/-giyas dipandang terlalu memberi
peluang terhadap konteks (a/-'2gl) ketimbang teks (@/-waly), dan hal ini
mendorong Ahmad Ibn Hanbal untuk nenawarkan istishhab.*

Ulsl Albab, Vol. 3 No. 1, 2001



Masa Deparn dan Problem Metodologi Studi Islam 17

Teori dalam ushul al-figh berkembang terus pada masa-masa berikutnya,
dengan tawaran baru atau memodifikasiteoriteoriyang sudah ada. Al-Ghazali,
misalnya, mendukung sekaligus mengembangkan lebih jauh konsep yang
ditawarkan Syafi’i, dan pada wakeu yang sama memperkenalkan konsep maslahab
yang bertumpu pada lima kepentingan dasar (a/-ksullzsyah al-khamsah)* Pemikiran
Ghazali kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh Syatibi melalui
magqashid al-syariab; sejalan denganitu, iajuga membangun model al-istigra’ al-
ma’nawi yang diperkuat dengan model tawatur lgfdhbi dan tawatur ma’nawi atau
disebut pula dengan indsuctive corroboration Duawkohlain yangcukup berperan
dalam perkembangan teori-teori ushul al-figh adalah Amidi terutama terkait
dengan syarat-syarat ijtihad* dan Qarafi menyangkut dialektika ijtihad dan
taglid. ¥

Masa modern juga mengenal sejumlah tokoh yang menawarkan model-
model kajian manarik dalam bidang ushu! al-figh. Fazlur Rahman, misalnya,
manawarkan konsep double movement*® Mahmud Syaltut dengan model
muqaranab al-madhbalnb,” Yusuf al-Qardlawi dengan pendekatan jjtihad intiga’i
dan#sya’,? Ali Syari’ati dengan teks dan konteksnya,® Mahmud Muhammad
Taha dan Abdullahi Ahmed An-Na’im dengan nasskh model baru.* Sejalan
dengan upaya itu semua, Hasan Hanafi menawarkan pemikiran tradisi dari
pembaruvannya (al-turath wa al-tajdid),** Nasr Hamid Abu Zayd dengan teori
ta’wil dan talwin* Mohammed Arkoun dengan cara logosentrisrne melalui tiga
ilmu penting; linguistik, sejarah, dan antropologi,” Muhammad Abed al-
Jabiri dengan model heyani, burbani, dan ‘irfani, dan yang terakhir Muhammad
Syahrur dengan teori hudud-nya.®

Tentu saja, secara detail metode-metode dan teori-teori tersebut di atas
mempunyai per-bedaan-perbedaan, antara lain karena perbedaan milieu
masing-masing tokoh. Dalam bahasa Wael B. Hallaq, “ The clearer the makeup of
his theory, argument or narrative to agiven setting becomes” ® Namun terlepas dari
perbedaan perbedaan tersebut, semua itu bertemu pada satu titik, yakni upaya
menterjemahkan wahyu Tuhan (yang berupa teks) sesuai dengan tuntutan
masyarakat, tempat, dan waktu. Di sini, dialektika teks dengan konteks
merupakan satu keniscayaan. -Dengan kata lain, salah satu ciri pokok dari
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kajian ushil al-figh adalah sebuah upaya memahami ajaran wahyu (@svine texts)
sebagai pedoman hidup umat.

Untuk lebih jelasnya, barangkali ada batknya untuk melihat lebih dekat
diantara model-model tersebut di atas. Kitaambil di sini model pendekatan
Ali Syari’ati yang nampak cukup sederhana dan bersifat agakumum. Menurut
Syari’ati, dalam rangka memahami Islam secara komprehensif, maka perfu
ditempuh dua hal; pertama adalah mengkaji warisan tertulis yang menjadi
sumber pokok ajaran Islam, yakni al-Qur’an. Keduaadalah menelaah sejarah
perjalanan Islam itu sendiri; yakni mempelajari bagaimana al-Qur’an dikaji,
dipahami, dan dilaksanakan dalam sejarah umat sejak masa Nabi (baca: Sunnah
Nabi) hingga sekarang. Hal ini penting untuk memberikan wawasan dalam
rangka memahami.berbagai pola pemahaman dan sekaligus praktik ajaran-
ajaranal-Qur’an tersebut.

Sejalan dengan pandangan Syari’ati di atas, maka menarik catatan Abd
al-Aziz. al-Duri tentang dua karya Ibn Jarir al-Taban. Menurut Duri, Tabari
menulis femi’al- Bayan an Ta’wil al-Quran dalam rangka menjelaskan kehendak
Allah yang tertuang melalui kata-kata atau lambang-lambang tulisan (wahyu
yang berupa teks). Disamping itu, Tabari juga menulis Tarikh al-Rasul wa al-
Muluk dalam rangka menjelaskan kehendak (aruran) Tithan melalui pemahaman
terhadap fenomena umat manusia yang dipandang sebagai pengejawantahan
ajaran teks (wahyu).©

Hingga di sini kita bisa memahami pentingnya dialektika antara teks
dengan konteks. Pertanyaan selanjutniya adalah: secara lebih rinci, bagaimana
mekanisme dari metode dan teori tersebut dalam menjawab persoalan umat.
Dengan kata lain, bagaimana proses dan mekanisme sebuah ijtihad. Untuk
menjawab persoalan ini, ada baiknya jika kita melihat model yang ditawarkan
Syatibi, paling tidak karena tiga alasan. Pertama, sudah banyak karya-karya
Indonesia tentang Syatibi; namun semua karya tersebut cenderung
menonjolkan konsep mashlabah dar magashid al-syariabmyatanpa penjelasan
memadai bagaimana proses ijtihad hukum yang dipandang memenuhi dua
konsep tersebut. Kedua, semakin tertariknya pemikir modern terhadap
pemikiran Syatibi. Dikatakan, misalnya, batwa “Shatids s indscction... has made it
atractive to a group of modern thinkers whose primary amspations is to free the Muslim
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mind from thefetters created by the immediate, andperhaps shackling, meanings of the
severalteas.™ Ketiga adalah untuk memberikan gambaran bahwa karya-karya
klasik (kitab kuning) tersebut merupakan warisan berharga yang juga berguna
untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

Pada dasarnya, pemikiran Syatibi sejalan dengan model kombinasi
normatif-deduktif dan empiris-induktif sebagaimana dijelaskan pada bagian
sebelumnya, dan model tersebut telah menjadi ciri pokok dari sebuah kajian
ushul al-figh. Secaranormatif-deduktif, Syatibi menempatkan al-Qur’an sebagai
sumber dari segala sumber ajaran Islam yang harus menjadi titik berangkat
umat dalam menghadapi persoalan. Sumber lain, termasuk Sunnah Nab;,
merupakan sumber penjelasterhadap hal-hal yang terdapat didalam al-Qur’an.
Konsekuensinya, jika terjadi pertentangan antara al-Qur’an dengan yang lainnya
(mis.Sunnah- Nabi) maka yang harus dimenangkan adalah al-Qur’an. Dus,
tidak mungkin terjadi nasikh-mansukh antaraal-Qur’an dengan al-Sunnah.
Konsep ini jelas berbeda, jikatidak bertentangan, dengan tawaran Syafi’i yang
menetapkan satu prinsip: al-sunnah qadltyah ala al-quran wa-laysa al-quran bigadbi
al-sunnah. Syatibi juga menjelaskan bahwa persoalan waktu menjadi penting
dalam proses turunnya wahyu. Menurut Syatibi, teks-teks yang datang lebih
dahulu pada dasarya lebih umum dan lebih bersifat fundamental ketimbang
yangdatang kemudian. Karenaitu, ayat-ayat Makkiyah pada dasarnyalebih
umum dan fundamental dibandingkan ayat-ayat Madaniyah. Jika ada ayat
Madaniyah yang dipandang bersifat umum dan fundamental, maka sebenarrya
ayat tersebut merupakan ayat detail dari ayat Makkiyah yang lebih bersifat
umumdan fundamental. Disini, pemikiran Syatibi bertemu dengaii tawaran
Thoha Muhammad Thoha yang kemudian dikembangkan oleh Abdullahi
Ahmedan-Na’'im.

Tetapi, prinsip pemahaman al-Qur’an seperti tersebut di atas bukan
satu hal yang mudah, bahkan masih membutuhkan proses dan mekanisme-
mekanisme lebih lanjut, yang selanjutnya hal ini bisa digolongkan pada model
empiris-indukuf. Menurut Syatibi, untuk memahami teks al-Qur’an (dan juga
al-Sunnah) maka diperlukan bekal bahasa Arab, terutama yang berkembang
pada masa Nabi. Peran asbab al-nuzul juga cukup sentral dalam upaya
memahami teks-teks agama tersebut. Bekal bahasa dan pemahaman asbabal-
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nuzul ini bukan hanya terpaku pada masa Nabi tetapi juga sebagai upaya
menterjemahkan hal-hal yang terdapat di dalam al-Qur’an dalam konteks
kontemporer sesuai dengan tuntutan ummat. Karena itu, peran hermeneutika
hukum menjadi amat penting dalam proses ini.

Proses di atas harus puladidukung oleh pendekatan at-istigra ‘al-manawi
dan juga tawatur lafdhi sekaligus tawatur ma’nawi atau secara umum bisa disebut
sebagai model inductive corroboration. Melalui model ini, maka dalam proses
ijtihad guna menjawab persoalan umat, langkah pertama yang harus dilakukan
adalah mengidentifikasi masalah; setelah itu, menelusuri ayat-ayat yang terkait
dengan perosalan tersebut, baik terkait secara langsung atau tidak. Saat ini,
model ini dikenal dengan kajian tematik (maudle’s). Pada waktu yang sama,
juga perlu ditelusuri Hadis-hadis Nabi yang terkait dengan persoalan yang
sedang dibahas, dan model tawwtur lafdls dantawatur ma’nawi cukup berperan
dalam upaya menetapkan autentisitas sebuah Hadis dan juga dalam rangka
menuju peringkat yakin (certainty, gathi). Perludicatat, kesimpulan apapun

- yang diperoleh dari sebuah ijtihad, model falsifikasi harus selalu mendapat
perhatian. “Whatever the level of corroboration may be, there will always exist the
passibility of falsifying the condusion because of conenter evidence.”

Seperti telah disebut sebelumnya, sebagai ukuran dan timbangan umum
dari segala proses ijtihad di atas, menurut Syatibi, adalah tujuan hukum itu
sendiri (magaskid al-syari'ah), yang dalam bahasa Fazlur Rahman disebut dengan
ideal moral yang bertumpu pada prinsip keadilan (a/-'adl). Dengan demikian,
yang perlu selalu ditegakkan di tengah-tengah masyarakat bukanlah hukum
tetapi mashlalah sebagai wujud kongkrit dari magashid al-syariab atan moral itu
sendiri. Hukum bisa berubah dan harus diubah jika tidak lagi mampu
menopang terealisasirrya mashlalah dan moral dalam kehidupan. Dalam bahasa
awaid, wa al-ddrwal® atau qaidah lainnya yang menegaskan a/—bukern yaduru
ma'a illatth wigudan wa adaman danjuga al- ibrah bsanum al-lafdb la bitbusush al-
sibah®
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D. Catatan Akhir

Pada dasarnya disadari bahwa telah terjadi pergeseran tata-nilai yang
mempengaruhi ummat dalam melihat persoalan yang dihadapi. Pengaruh ini
terjadi bukan hanya pada dataran praktis tetapi juga pada level paradigma
yang digunakan dalam melihat realitas. Dalam konteks kajian kali ini, perubahan
tata-nilai tersebut menuntut evaluasi terhadap wansan model kajian keagamnaan,
temasuk ushul al-figh yang menjadi landasan dalam menyelesaikan persoalan-
persoalan, hukum. Tanpa upaya evaluasi, dapat dipastikan bahwa ushul al-figh
semakin lama semakin tidak mendapat tempat dalam perdebatan metodologi
studi agama, dan itulah gejala yang ada saat ini yang sekaligus menjadi tantangan
bagi mereka yang menekuni kajian hukum Islam. Apa yangdituangkandalam
tulisan ini hanyalah merupakan langkah awal untuk menguak kemandegan

dan kevakuman berpikir dalam bidang ushul al-figh tersebut, wallabu a’lam
bidshawuih
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